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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

 Kebijakan hukum investasi yang ditetapkan oleh Pemerintah pada 

Kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET) Biak Provinsi Papua 

pada kenyataannya tidak mewujudkan tujuan pembentukan kawasan 

pengembangan ekonomi terpadu  karena tidak singkronnya Kebijakan hukum 

investasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

Provinsi Papua khususnya dalam Peraturan Perundang-Undangan, Pemerintah 

Pusat dalam pembentukan kawasan pengembangan ekonomi terpadu 

(KAPET) Biak Provinsi Papua tidak menyesuaikan dengan sistem 

Pemerintahan Otonomi Khusus yang di berlakukan di Provinsi Papua. 

B. Saran  

Pemerintah Perlu menetapkan norma hukum sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan investasi pada kawasan pengembangan ekonomi terpadu 

(KAPET) Biak, dalam merumuskan norma hukum tersebut Pemerintah perlu 

memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Papua 

berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus Bagi Provinsi Papua. Pemerintah Daerah Provinsi Papua  segera 

menyusun Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS) dalam 

bidang Penanaman Modal/Investasi berdasarkan amanat Undang-Undang 
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Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus 

Bagi Provinsi Papua agar dapat memberikan kesejahtraan bagi orang asli 

Papua dan dapat menunjang iklim investasi yang kondusif yang dapat menarik 

investor dalam berinvestasi pada kawasan pengembangan ekonomi terpadu 

(KAPET) Biak Provinsi Papua. 
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